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TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Pajak
Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) pajak
adalah iuran rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang,
tidak mendapat timbal balik yang langsung dapat ditunjukan dan
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi lain
dari  pajak sendiri adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat
kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan
surplusnya digunakan sebagai public saving yang merupakan sumber
utama untuk pembiayaan public investment. Apabila dilihat dari sisi
propektif ekonomi maka pajak adalah beralihnya sumber daya dari
private sector kepada public sector yang mengakibatkan
berkurangnya kemampuan individu dalam kepentingan menguasai
sumber daya dan bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam
penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan
masyarakat.
Berdasarkan pengertian pajak di atas, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa pajak mempunyai beberapa ciri-ciri utama yaitu
pajak dipungut dan diatur oleh undang-undang sebagai pedoman
pelaksanaanya, pajak tidak menghasilkan kontraprestasi (imbalan)
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langsung bagi individu yang membayarkannya, pajak dipungut oleh
pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pajak digunakan untuk
pembiayaan-pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam
melaksanakan kegiatannya dan apabila ada surplus digunakan
sebagai public investment.
Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah  yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009, Pasal1ayat 10).
2.1.2. Jenis Jenis Pajak
Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat
dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat
adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam
hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang
dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun
Kabupaten / Kota.
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Berdasarkan Sistem Pemungutannya, pajak dibedakan
menjadi 2 yaitu (Adel, 2009) :
1. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri
oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain
atau orang lain. Contoh Pajak Langsung antara lain:
a. Pajak Penghasilan (PPh)
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi
atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan
adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal
baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat
digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian,
maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji,
honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan
atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan
Pajak Pusat, namun hampir seluruh realisasi penerimaan PBB
diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun
Kabupaten / Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
12
Jepara Nomor 12 Tahun 2012, Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi
dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor
perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan
untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
2. Pajak Tidak Langsung
Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembayarannya
bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Tidak
Langsung adalah sebagai berikut
a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak
tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang
dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
adalah :
- Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
- Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh
masyarakat berpenghasilan tinggi.
- Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.
- Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral
masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
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b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean,
orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang
mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan
lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu
sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang
dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia
yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara
diatasnya.
c. Bea Meterai
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen,
seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi
pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah
uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan
ketentuan.
d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak
atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun
BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi
penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah
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Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota sesuai dengan
ketentuan.
Berdasarkan Lembaga Pemungutan, pajak digolongkan
menjadi 2, yaitu:
a. Pajak Pusat
Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah
Pusat yang pemungutan didaerah dilakukan oleh kantor
pelayanan pajak. Yang termasuk pajak pusat antara lain:
1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Bea Materai
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
7. Pajak Migas
8. Pajak Ekspor
9. Pajak Daerah
b. Pajak daerah
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah
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daerah.Yang dimaksud dengan Pajak Daerah yang selanjutnya
disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan
pembangunan daerah. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan
bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
1. Iuran dari rakyat kepada negara, bahwa yang berhak
memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa
uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan
atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaanya.
3. Tanpa jasa timbalan atau kontraprestasi dari negara yang
secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak
dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh
pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga, lalu
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas
Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan
pembangunan di semua negara. Oleh karena itu, perlu adanya
pengaturan tentang perpajakan yang mampu menjamin adanya
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efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Reformasi pajak
sebagai bagian dari reformasi ekonomi di Indonesia merupakan
suatu usaha untuk mengelola sumber-sumber keuangan negara.
Secara umum, reformasi pajak adalah proses perubahan atas
system (perpajakan) yang ada, yang tidak sesuai dengan kondisi
yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik.
Adapun jenis pajak yang dikelola pemerintah daerah
Kabupaten / Kota  yang semula hanya 7 (tujuh) jenis pajak,
menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjadi  sebagai
berikut:
1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan jalan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
8. Pajak air tanah;
9. Pajak ssarng burung wallet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2);
11. Bea Perolehan Hak  atas tanah dan bangunan;
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Menurut Subjek Pajak, yang dikenakan pajak adalah:
1. Pajak Perseorangan, yaitu pajak yang harus diabayar oleh
diri Wajib Pajak, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Badan, yaitu pajak yang harus dibayar oleh badan
atau organisasi, contohnya pajak atas laba perusahaan.
Menurut Asalnya, pajak dibedakan menjadi 2, antara lain:
a. Pajak Dalam Negeri
Pajak Dalam Negeri adalah pajak yang dipungut
terhadap Wajib Pajak (setiap Warga Negara Indonesia)
yang tinggal di Indonesia.
b. Pajak Luar Negeri
Pajak Luar Negeri adalah pajak yag dipungut terhadap
orang-orang asing yang mempunyai penghasilan di
Indonesia.
2.1.3. Standard Operating Procedure (SOP)
Standart Operating Procedure (SOP) mengenai Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan Perkotaan  yaitu:
a. Menguraikan hal terkait tata cara penyelesaian pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada
wajib pajak yang secara nyata yang mempunyai suatu hak atas
bumi.
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b. Memperoleh pedoman umum pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), manfaat atas
bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh
manfaat atas bangunan.
Dalam SOP dijabarkan juga proses bisnis pemungutan PBB-
P2 antara lain (Dirjen Perimbangan Keuangan RI, Kemenkeu RI,
2014:10):
1. Pendataan dan penilaian;
2. Penetapan dan pelayanan;
3. Penerimaan dan manajemen IT;
4. Penagihan;
5. Pengawasan;
Masing-masing proses bisnis tersebut dijabarkan dalam bentuk
SOP yang berisi tentang pihak yang terkait dalam proses
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2); tugas dan fungsi masing-masing pihak terkait, formulir
yang digunakan, dokumen yang dihasilkan, alur proses dari masing-
masing proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2).
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2.1.4. Tujuan Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Negara mengalihkan pengelolaan PBB-P2 tentu mempunyai
tujuan yang jelas. Adapun tujuan dari pengalihan Pengolaan PBB-
P2 menjadi Pajak Daerah sesuai berdasarkan UU Nomor 28 Tahun
2009 adalah (DPPKAD Kabupaten Jepara, 2014: 1) antara lain:
1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
2. Memberi peluang baru kepada daerah untuk mengenakan
pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi
daerah).
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan
dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah.
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif
pajak daerah
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran
dan pengaturan pada daerah.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah,
melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
daerah dan retribusi daerah, maka daerah telah diberikan
kewenangan untuk memungut pajak (taxing power). Dalam UU
No. 28 tahun 2009 ada empat perubahan fundamental yang diatur
dalam undang-undang tersebut, antara lain:
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a. Mengubah penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari
open-list system menjadi closed list system.
b. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah
melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah,
penambahan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah,
dan pemberiaan diskresi kepada daerah untuk menetapkan tarif
sesuai batas tarif maksimum dan minimum yang ditentukan,
c. Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi
daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada
kabupaten/kota.
d. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan
mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif
menjadi sistem preventif dan korektif.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2) merupakan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh
pemerintah daerah, yang sebelumnya merupakan pajak yang
dipungut oleh pemerintah pusat. Dialihkannya PBB-P2 menjadi
pajak daerah kabupaten/kota ini dengan berbagai pertimbangan,
antara lain:
a. Secara konseptual PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah karena
lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-
pindah (immobile), dan terdapat hubungan erat antara pembayar
pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut.
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b. Pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat
meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur APBD.
c. Pengalihan PBB-P2 kepada daerah dapat meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
d. Berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 termasuk dalam
jenis local tax.
2.1.5. Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2)
Dalam rangka menerima pelimpahan Pajak Bumi Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, ada beberapa hal yang disiapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Jepara (DPPKAD Kabupaten Jepara, 2014:
6) antara lain :
1. Penyusunan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan, untuk
dasar pelaksanaan pengelolaan PBB P2 mulai tahun 2014 sudah
di terbitkan Peraturan Daerah No.12 tahun 2012 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Pengadaan sarana infrastruktur Kabupaten Jepara sudah
menyiapkan sarana prasarana antara lain formulir PBB (SPOP,
LSPOP, DHKP, SPPT, SSPD), basis data PBB, gedung dan
ruang.
22
3. Menyiapkan Sumber Daya Manusia aparatur yang ada di
DPPKAD sebagai instansi yang akan menjadi unit pelaksana
pengelolaan PBB P2, beberapa hal yang sudah di siapkan
diantaranya mengirimkan personil untuk magang di KPP
Pratama workshop dan mengikuti diklat teknis.
4. Kerjasama dengan pihak terkait yaitu Bank Jateng dan KPP
Pratama.
5. Untuk menangani pengelolaan PBB P2 di tahun 2014,
Pemerintah Kabupaten Jepara sudah menyiapkan bidang baru di
DPPKAD yang di harapkan akan lebih memaksimalkan tugas
penanganan PBB P2 kedepan.
6. Penyiapan anggaran belanja
7. Mengadakan kegiatan Sosialisasi dalam rangka persiapan
pengalihan PBB P2.
2.1.6. Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Dasar  hukum  yang  di gunakan oleh Pemerintah Daerah
untuk memungut pajak daerah adalah Peraturan Daerah. Sebagai
konsekuensi adanya pengalihan PBB P2 dari pajak pusat menjadi
pajak Daerah harus  segera menyiapkan Peraturan Daerah tentang
PBB P2 paling  lambat akhir  tahun 2013 dan Pemerintah  Daerah
Jepara sudah  mempunyai Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012
tentang PBB P2 pada akhir Tahun 2012 yang memuat aturan-aturan
di antaranya adalah :
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1. Daerah adalah Daerah Kabupaten  Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang
Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dan/atau BUMDes dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik,  atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
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dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang
selanjutnya disingkat PBB-P2,  adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang  pribadi  atau  Badan  untuk  sektor
perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi  adalah  permukaan  bumi  yang  meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten Jepara.
9. Bangunan  adalah  konstruksi  teknik yang ditanam atau
dilekatkan  secara tetap  pada  tanah  dan/atau  perairan
pedalaman dan/atau laut.
10. Nilai Jual Objek Pajak, yang  selanjutnya  disingkat  NJOP,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari  transaksi jual beli
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi
jual beli, NJOP ditentukan  melalui  perbandingan  harga
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau
NJOP pengganti.
11. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan  pajak.
12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan Perkotaan
adalah orang  pribadi  atau Badan  yang  secara nyata
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mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,  menguasai, dan/atau
memperoleh  manfaat atas bangunan.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat,  dalam Masa Pajak,  dalam Tahun Pajak,  atau
dalam  Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan perpajakan daerah
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan Pemerintah
Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada
wajib pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat  ketetapan  pajak  yang  menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat  ketetapan pajak yang menentukan pokok
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pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau  pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah  melalui  tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam  penerapan  ketentuan  tertentu  dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.
20. Surat Keputusan  Keberatan  adalah surat keputusan atas
keberatan  Surat  Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat   Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat  Ketetapan  Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan  Pajak Darah Nihil, Surat
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Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh wajib pajak.
21. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib
pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang
dapat diajukan  banding  berdasarkan ketentuan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.
22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding  terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek  pajak,  penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah dan retribusi daerah;
25. Penyidikan tindak pidana perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
28
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan
wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan
penyidikan
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran daerah.
2.1.7. Prosedur Umum Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Pajak pada
DPPKAD
Prosedur  umum kegiatan pelayanan pendaftaran Pajak pada
DPPKAD dapat dilihat sebagai berikut (Dirjen Perimbangan
Keuangan Kemenkeu RI, 2014:21) :
1. Wajib pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak
baru ke DPPKAD.
2. Petugas penerima berkas meneliti kelengkapan persyaratan
permohonan pendaftaran objek pajak baru. Dalam hal berkas
permohonan  pendaftaran sudah lengkap, petugas akan
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memberikan  Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada wajib
pajak, dan meneruskan kepada petugas pendaftaran.
3. Petugas pendaftaran meneruskan  berkas permohonan
pendaftaran kepada Pejabat Fungsional Penilai untuk
dilakukan penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.
4. Pejabat Fungsional Penilai menerima berkas permohonan
pendaftaran, melakukan penelitian kantor dan/atau penelitian
lapangan, dan membuat konsep berita acara penelitian.
5. Pejabat yang menangani pendaftaran mempelajari dan
memaraf konsep berita acara penelitian, kemudian
menyampaikan kepada pejabat  terkait yang  berwenang
menetapkan berita acara penelitian.
6. Pejabat terkait mereview, menetapkan dan menandatangani
berita acara penelitian, kemudian menyampaikan kepada
pejabat yang menangani pemutakhiran data dan selanjutnya
menugaskan petugas terkait untuk melakukan proses tersebut.
7. Petugas terkait melakukan pemutakhiran data, perekaman data
SPOP/LSPOP, mencetak Daftar Hasil Rekaman (DHR),
melakukan pencocokan antara SPOP/ LSPOP dan DHR, dan
men-generate produk keluaran (spooling SPPT, DHKP dan
STTS) serta meneruskan berkas permohonan pendaftaran
kepada pejabat terkait untuk dicetak dalam bentuk konsep
produk hukum;
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8. Pejabat terkait menyetujui dan memaraf konsep produk
hukum, kemudian menyampaikan kepada Kepala
Dispenda/DPPKAD atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
9. Kepala Dispenda/DPPKAD atau pejabat lainnya yang ditunjuk
mereview, menetapkan, dan menandatangani produk hukum.
2.2. Penelitian Terdahulu
Penyusunan skripsi ini didasarkan pada beberapa hasil penelitian yang
dilakukan oleh beberapa peneliti. Referensi ini diambil berdasarkan
kesesuaian dari variabel-variabel yang diteliti. Oleh karena itu peneliti
melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi
dan jurnal melalui internet. Beberapa  penelitian yang menjadikan acuan bagi
peneliti. Adapun hasil penelitian terdahulu dapat disajikan pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu
No. Judul(Nama, Tahun)
Alat
Analisis Hasil Penelitian
1. Implementasi
Proses Pengalihan
Pajak Bumi dan
Bangunan
Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2)
serta Efektivitas
dan Kontribusinya
Sebagai Pajak
Daerah Di
Kabupaten Bantul.
(Rochim Wajianti,
2014).
Deskriptif
Kualitatif
Proses pengalihan PBB-P2 di
Kabupaten Bantul menemui banyak
kendala, tetapi kendala yang
dihadapi dapat diatasi. Pemerintah
daerah dapat menatausahakan
pengelolaan PBB-P2 dengan lancar.
Tingkat efektivitas penerimaan PBB-
P2 sangat efektif karena
persentasenya lebih dari 100%,
tingkat kontribusi penerimaan PBB-
P2 terhadap pajak daerah cukup baik,
dan tingkat kontribusi penerimaan
PBB-P2 terhadap pendapatan asli
daerah (PAD) adalah kurang.
2 Evaluasi
Implementasi
Pengalihan Pajak
Bumi dan
Bangunan
Perdesaan Dan
Perkotaan (PBB-
P2) Menjadi Pajak
Daerah Di
Kabupaten
Sukoharjo, (Kartika
Cahya Sumaryani,
2014)
Deskriptif
Kualitatif
Proses implementasi pengalihan
PBB-P2 menjadi pajak daerah yang
dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo telah
dilaksanakan sesuai dengan standar
aturan pelaksanaan yang ada. Yang
menjadi faktor pendukung
diantaranya adalah ketersediaan dan
kejelasan standar aturan pelaksanaan,
ketersediaan dana, dan strukutr
birokrasi yang ada. Faktor
penghambat adalah keterbatasan
sumber daya manusia baik secara
kuantitas maupun kualitas,
kurangnya komunikasi antar
pelaksana serta sikap pelaksana,
khususnya yang berkaitan dengan
pengelolaan PBB nya
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Efektivitas
Prosedur
Penerimaan Pajak
Bumi dan
Bangunan dari
Pajak Pusat ke
Pajak Daerah Pada
Dinas Pendapatan
Daerah Kota
Palembang,
(Nadhia Syarifah,
2014)
Deskriptif
Kualitiatif
Prosedur Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) setelah
dialihkan dari Pajak Pusat menjadi
Pajak Daerah sudah berjalan dengan
baik dan tergolong sudah cukup
efektif. Kendala-kendala seperti
kurangnya pelatihan terhadap
pegawai Dispenda, kurangnya
berkas-berkas Prosedur Penerimaan
PBB, dan kesalahan data yang
diberikan Ditjen Pajak Ke Dispenda.
Sumber : (Rochim Wajianti, 2014), (Ami Oktaviana, 2010), (Nadhia Syarifah,
2014)
Sebagaimana tabel di atas, tiap-tiap daerah menemui kendala dalam
penerapan dan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
perkotaan (PBB-P2), meskipun pelaksanaannya mengacu pada Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perbedaan yang paling signifikan adalah menyangkut kontribusi
besaranya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis
Sejak disahkan oleh DPR RI Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperkuat dengan
Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
213/PMK.07/2010 tentang Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang salah satu dari isi keputusan tersebut adalah
mengamanahkan kepada daerah kabupaten / kota untuk melaksakan
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persiapan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah paling lambat tahun
2014, maka Pemerintah Kabupaten Jepara menerbitkan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2012 sebagai  pedoman penerapan pengalihan PBB-P2
menjadi pajak daerah.
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan yaitu
dari perolehan data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan
analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada
perhitungan statistik yang berbentuk kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam
bentuk pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara
sistematis, berdasarkan keterangan tersebut kerangka pemikiran dalam
penelitian  penerapan pengalihan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada
pemerintah  Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 12 tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
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Bagan 2.1.
Kerangka Pemikiran
Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2009
Peraturan Bersama
Menkeu dan Mendagri
No.213/PMK.07/2010
Peraturan Daerah
Kabupaten Jepara
Nomor 12 Tahun 2012
Penerapan Pengalihan
PBB-P2
di Kabupaten Jepara
Analisis Kesesuain
